
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No. 786, 2021 KPU. Tata Kerja. KPU. KPU Provinsi. KPU 

Kabupaten/Kota. Perubahan. 
 

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 4 TAHUN 2021 

TENTANG  

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM,  

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN/KOTA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk mengakomodir kebutuhan pengaturan dan 

organisasi mengenai masa tugas pelaksana tugas ketua 

Komisi Pemilihan Umum, ketua Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, dan ketua Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota, izin perkuliahan, tata cara penggantian 

antarwaktu dalam hal terdapat upaya hukum dari 

anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang diberhentikan, 

perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata 

Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 

2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata 



2021, No. 786 -2- 

Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Ketiga atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020  tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga 

atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6547); 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6109); 

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan 
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Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1763); 

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan 

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1236); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN 

UMUM NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG TATA KERJA 

KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN/KOTA. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) yang telah 

beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum: 

a. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang 

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 201); 
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b. Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1763), 

diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

 

Pasal 72 

(1) Dalam hal ketua KPU, ketua KPU Provinsi atau 

ketua KPU Kabupaten/Kota:  

a. meninggal dunia;  

b. berhalangan tetap; 

c. dijatuhi sanksi pemberhentian tetap dari 

jabatan ketua oleh DKPP; atau  

d. dinonaktifkan dari jabatan ketua KPU, ketua 

KPU Provinsi, atau Ketua KPU Kabupaten/Kota, 

tugas, wewenang, dan kewajiban ketua KPU, ketua 

KPU Provinsi, dan ketua KPU Kabupaten/Kota 

dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas. 

(2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b merupakan keadaan tidak mampu 

melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai ketua 

KPU, ketua KPU Provinsi, ketua Kabupaten/Kota 

karena:  

a. menderita sakit sehingga fisik dan/atau psikis 

tidak mampu berfungsi secara normal yang 

dibuktikan dengan surat keterangan dokter; 

dan/atau  

b. tidak diketahui keberadaannya. 

(3) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) ditunjuk berdasarkan hasil kesepakatan seluruh 

anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU 

Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya. 
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(4) Penunjukan Pelaksana Tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam Rapat 

Pleno tertutup dan dituangkan ke dalam berita acara 

dan Surat Perintah Pelaksana Tugas. 

(5) Penunjukan Pelaksana Tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 x 

24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak 

ketua KPU, ketua KPU Provinsi atau ketua KPU 

Kabupaten/Kota mengalami kondisi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1). 

(6) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota 

menyampaikan berita acara Penunjukan Pelaksana 

Tugas dan Surat Perintah Pelaksana Tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada KPU 

paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Rapat Pleno 

penunjukan Pelaksana Tugas. 

(7) Pelaksana Tugas ketua KPU, ketua KPU Provinsi 

atau ketua KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas: 

a. melaksanakan tugas ketua KPU sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4); 

b. melaksanakan tugas ketua KPU Provinsi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4); 

atau  

c. melaksanakan tugas ketua KPU 

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 29 ayat (4). 

(8) Masa tugas Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (7) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan 

dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan. 

 

2. Di antara Pasal 72 dan Pasal 73 disisipkan 1 (satu) pasal, 

yakni Pasal 72A yang berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 72A 

(1) Dalam hal ketua KPU, ketua KPU Provinsi atau 

ketua KPU Kabupaten/Kota mengalami kondisi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) atau 


